
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK I.A,LU LINTAS DI JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia Nomor t7 Tahun 2O2l tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak

Lalu Lintas di Jalan Frovinsi;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2AA4 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor L32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44441 sebagaimana telah diubah dengan

UndanyUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OA4 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 676O1;

Mengingat :
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tah:un 2OO9 tentang Lalu Lintas

Angkutan Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

567e);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 68aL);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tattun 2O06 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2OlL tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ALl Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu

lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 4A, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 66+2);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2}ll tentang

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 52291;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O2L tentang

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

66a\;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7-

2437 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2OI7 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
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4. Kepala Daerah adaiah Gubernur Sumatera Utara

selanjutnya disebut sebagai Gubernur.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

Sumatera Utara;

8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut

Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai

dampak lalu iintas dari pembangunan pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan

dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

9. Dokumen Anaiisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil

studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau

usaha tertentu terhadap ialu lintas yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan.

10. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau

keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang

dibangkitkan dan atau ditarik oleh adanya rencana

pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur;

1 1. Pengembang atau Pembangun adalah orang, baclan hukum,

kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum

sah sebagai pemilik yang akan membangun atau

mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur;

1,2. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta

mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

yang disampaikan oieh Pengembang atau Pembangun;

13. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas

mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan

hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh

Pengembang atau Pembangun;

14. Tenaga Ahli Penlrusun adalah orang yang memiliki keahlian

secara profesional dan dapat memberikan saran dan

pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yant dimiliki

dalam penJrusunan Analisis Dampak Lalu Lintas;
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15. serti{ikat Kompetensi PenSrusun Analisis Dampak Laru

Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli
PenSrusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan,

keahlian, dan kualifikasi di bidang pen1rusunan Analisis

Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang

ditetapkan;

16. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah

memenuhi persyaratart, pengetahltan, keahlian, dan

kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas

sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan;

17. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha

berkaitan dengan pemanfaatan rLtang didalam suatu

kawasan atau lokasi;

18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada

pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan

atau kegiatannya;

19. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu
lintas jalan;

2A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan

lalu lintas dan angkutan jaLan, prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan,

serta pengelolaannya;

2I. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang ialu
lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi

marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat
pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan

dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung;

22. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi

Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel

dan jalan kabel;
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23. Jalan Provinsi adalah jalaa kolektor dalam sistem jaringan
jatan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan

ibukota kabupatenf kota., atau antar ibukota

kabupate n f kota, dan jalan strategis provinsi;

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. analisis dampak lalu lintas;

b. kompetensi penilai analisis dampak la1u lintas;

c. pengawasan anaiisis dampak lalu lintas;

d. sanksi administratif.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Fusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur
Pasal 3

(1) Setiap rencana pembangunan yang akan menimbulkan

gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan

Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. pusat kegiatan;

b. permukiman; dan

c. infrastruktur
(3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pembangunan baru atau pengembangan.
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Pasal 4

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori

skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan
sebagai berikut:

a. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi;

b. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang; dan

c. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah.

(2) Kategori skala dampak bangkitan ialu lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

a. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi merupakan

kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari

1.50O (seribu lima ratus) perjalanan per jam;

b. kegiatan dengan bangkitan ialu lintas sedang merupakan

kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500

(lima ratus) sampai dengan 1.5OO (seribu lima ratus)

perjalanan per jam; dan

c. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah merupakan

kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 10O

(seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan

puluh sembiian) perjalanan per jam.

Pasal 5

(1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) dilakukan lebih besar 30 % (tiga puluh persen) dari

kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin;

(2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan
lebih besar 50 a/o (lima puluh persen) dari fasilitas utama

atau pokok, wajib dilakukan Andaialin; dan

(3) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi

peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Andalalin.
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Bagian Kedua

Pen5rusunan Andalalin

Pasal 6

(i) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman,

dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai

dengan skala dampak bangkitan lalu lintas.

(2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kegiatan dengan bangkitan ialu lintas tinggi,

Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk

menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun

oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi

Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang,

Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk

menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak

lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki

Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau

c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah

Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:

1. memenuhi standar teknis penanganan dampak ialu

lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan

2. rnenyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana

pembangunan atau pengembangan yang akan

dilaksanakan.

(3) Pengajuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik.

(4) Hasil Andaialin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik

melalui sistem informasi Andalalin atau dikirim secara

langsung kepada Gubernur.
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Pasal 7

(1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

a. perencanaan dan metodoiogi Andalalin;

b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini
(eksisting);

c. analisis bangkitanltarikan laiu lintas dan angkutan jalan

akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis

transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang

ditetapkan secara nasional;

d. analisis distribusi perjalanan;

e. analisis pemilihan moda;

f. anaiisis pembebanan perjalanan;

g. simuiasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

Andalalin;

h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak lalu lintas;

i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan

Pengembang atau Pembangun dalam penanganan

dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf
h;

j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan.

(2) Perencanaan dan metodologi Andalalin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penjelasan rencana pembangunan baru atau

pengembangan;

b. cakupan wiiayah kajian berdasarkan rencana

pembangunan atau pengembangan;

c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting

maupun kondisi yang akan datang;

d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi
perjaianan, pemiiihan moda dan pembebanan jaringan;

e. kobutuhan pcngumpulan data lalu lintas;
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f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar

analisis;

g. periode analisis paling sedikit 5 (lima )tahun; dan

h. metodologi pen5rusunan dokumen hasil Andalalin.

(3) Analisis kondisi laiu lintas dan angkutan jalan saat ini
(eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik
jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang
jalan, fungsi jalan, status jalan, keias jalan dan

perlengkapan jalan;

b. kondisi Ialu lintas eksisting paling sedikit memuat data

historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok,

tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata

kendaraan, waktu pedalanan, okupansi jaLan, tingkat
pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan

c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan

trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

(4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
meliputi:

a. simulasi kinerja laiu lintas tanpa pembangunan;

b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;

c. simulasi kineda lalu lintas pada saat operasional; dan

d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling

sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.

(5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
meliputi:

a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan
jalan;

b. penyediaan angkutan umum;

c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;

d. manajemen kebutuhan lalu lintas;

e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir

dan f atau taman parkir;
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f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang,

kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

h. penataan sirkuiasi lalu lintas di dalam kawasan;

i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan

khusus;

j. penyediaan fasilitas perlengkapan jaian di dalam
kawasan;

k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;

1. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan
penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan;

dan/atau

rn. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j memuat:

a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi

penanganan dampak; dan

2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar
wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk
akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat

kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun,

meliputi:

1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan

sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan

3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas
perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

(71 Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

b. peta lokasi yang msmuat tentang jenis bangunan,

rencana pembangunan baru atau pengembangan;
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c. kondisi fisik sarana dan prasarana laiu lintas dan

angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan

atau pengembangan;

d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana

pembangunan atau pengembangan; dan

e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang

ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atam

pengembangan.

Pasal 8

(1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling

sedikit memuat:

a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini

(eksisting);

b. simulasi kinerja lalu lintas yang diiakukan terhadap

Andalalin;

c. rekomendasi dan rencana impiementasi penanganan

dampak Ialu lintas;

d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun

dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana

dimaksud da,lam huruf c;

e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan.

(2| Analisis kondisi ialu lintas dan angkutan jalan saat ini

(eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik

jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang

jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan

perlengkapan jalan;
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b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data

historis volume ialu lintas, volume gerakan membelok,

tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata

kendaraan, waktu perjaianan, okupansi jalan, tingkat
pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan

c. kondisi angkutan jaian paling sedikit memuat jaringan

trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

(3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;

b. simulasi kinerja ialu lintas pada saat pembangunan;

c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan

d. simulasi kinerja lalu lintas daiam jangka waktu paling

sedikit 5 (iima) tahun setelah operasional.

(4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. peningkatan kapasitas ruas danlatau persimpangan

jalan;

b. penyediaan angkutan umum;

c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;

d. manajemen kebutuhan lalu lintas;

e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir danl

atau taman parkir;

f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang,

kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan

khusus;

j. penyediaan fasiiitas perlengkapan jalan di dalam

kawasan;

k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
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1. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan
penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan.

danf atau

m. penyediaan fasiiitas penyeberangan.

(5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e memuat:

a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pemantauan terhadap impiementasi dari rekomendasi

penanganan dampak; dan

2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar
wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk

akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat

kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
b. pemantauan oleh pengembang atau pembangun,

meliputi:

1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan

sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat

kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan

3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas

perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat

kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
(6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan,

rencana pembangunan baru atau pengembangan;

c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan di sekitar iokasi rencana pembangunan

atau pengembangan;

d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana

pembangunan atau pengembangan; dan

e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang

ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau

pengembangan.
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Pasa] 9

(1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka
1 paling sedikit memuat:

a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak lalu lintas;

b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan
Pengembang atau Pembangun dalam penanganan

dampak la-lu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf
a; dan

c. rencana pemantauan dan evaluasi.

(2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area

pembangunan atau pengembangan;

b. manajemen kebutuhan laiu lintas pada area

pembangunan atau pengembangan;

c. penyediaan fasiiitas parkir berupa gedung parkir danl
atau taman parkir;

d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang,

kendaraan pribadi dan kendaraar- barang;

e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

f. penataan sirkulasi 1alu lintas di dalam kawasan pada

area pembangunan atau pengembangan;

g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan

berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau

pengembangan;

h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area

pembangunan atau pengembangan; danf atau

i. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(3) Gambaran Llmum lokasi dan rencana pembangunan atau

pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
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b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (sfte plan)

daril atau detail engineeing design (DED) bangunan;

c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;

d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau
pengembangan; dan

e. penjelasan rencana pembangunan baru atau
pengembangan.

Bagian Ketiga

Penilaian Hasil Andalalin

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin,

Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil

Andalalin kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1).

(2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas

kegiatan yang ditimbulkan.

(3) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 disampaikan melalui sistem elektronik yang

terintegrasi den gan perizinan berusaha lingkungan hidup.
(4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan pada Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan, dan lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu

satu pintu.

(5) Format surat permohonan persetujuan hasil Andalalin
sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
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Pasal 11

Daiam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman,

dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status
jalan, persetujuan hasii Andaialin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1o ayat (1) diberikan oleh Gubernur, untuk pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi
dan/atau jalan kabupaten, danf atau jalan desa atau jalan kota

setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati/Wali Kota.

Pasal 12

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal

11 merupakan salah satu persyaratan pengembang atau
pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam

kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan

penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 13

(1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat {1} diberikan dalam jangka waktu paling lama

3 (tiga) hari kerja seteiah dokumen diterima secara lengkap

dan memenuhi persyaratan;

(2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Gubernllr memberikan pendelegasian kewenangan

persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas;

Pasal 14

(1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

13 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh rim Evaluasi

Penilai Andalalin yang ditetapkan Gubernur.

(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana 1alu lintas
dan angkutan jalan.
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(3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki
Sertifikat Kompetensi penilai Andalalin.

(4) untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti pendidikan dan
pelatihan.

(5) Sertifikat Kompetensi penilai Andalalin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), untuk
kegiatan dengan skaia dampak bangkitan lalu lintas tinggi
diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh rim
Evaluasi Penilai.

(21 rim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. melakukan peniiaian terhadap hasil Andalalin yang
berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skara

bangkitan lalu lintas tinggi; dan

b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam
hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala bangkitan
lalu lintas tinggi.

(3) untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi penilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pembahasan dokumen Andalalin dengan pengembang atau
pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 16

(1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (i), untuk
kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sedang,

diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil
Andalalin oleh Tim Evaluasi penilai,
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t2l Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk
kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sedang,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui

pembahasan dengan pengembang atau pembangun.

Pasal 17

(1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) dan Pasal 16 ayat (i) terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebanyak 3 (tiga) orang.

(3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim

Evaiuasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(3) dan Pasal 16 ayat (2) dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja daerah provinsi.

Pasal 18

(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud

daiam Pasal 15 disampaikan kepada Gubernur melalui

Kepala Dinas.

(2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum

memenuhi persyaratan, Gubernur mengembalikan hasil

Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk
disempurnakan.

(3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratart,

Gubernur meminta pengembang atau pembangun membuat

surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban

Andalalin.

(4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada

ayat (0) ditandatantani oleh penangguug jawab psrusahaan

di atas materai.
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(5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi

sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur dioperasikan.

(6) Setelah pengembang atau pembangun menyampaikan surat

pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur

menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

Pasal 19

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)

tercantum dalam Lampiran II sebagai bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 20

(1) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 wajib memiliki kompetensi penilai Andalalin.

(2) Kompetensi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mampu dan memahami:

a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang

profesional dengan dilandasi etika profesi dan

menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;

b. peraturan perundang-undangan dalam proses

kegiatan Andalalin;

c. pelaksanaan Andalalin;

d. teknik pengumpuian dan pengolahan data Andalalin;

e. teknik pelaksanaan Andalalin;

f. perencanaan dan pemodelan transportasi;

g. tata cara pelaksanaan Andalalin kawasan bangkitan,

tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru;

h. penilaian Andalalin;
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i. perancangan proses penilaian Andalalin; dan

j. teknik penilaian rekomendasi hasil Andalalin.

(3) Kompetensi penilai Andalaiin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan

pelatihan penilai Andalalin.

(41 Kompetensi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan.

(5) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a. pendidikan D-IV (Diploma Empat) atau S-1 (Strata Satu);

b. bertugas di bidang lalu lintas dan/atau angkutan jalan;

c. memiliki pengalarnan kerja paling singkat 2 (dua) tahun;

d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam

daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai

negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter; dan

f. usia paling tinggi 55 (1ima puluh lima) tahun.

Pasal 21

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3) terdiri atas:

a. pendidikan dan pelatihan penilai Andalalin; dan

b. pendidikan dan pelatihan penyegaran penilai

Andalalin.

(2) Pendidikan dan pelatihan penilai Andalalin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan

untuk mendapatkan kompetensi penilai Andalalin.

(3) Pendidikan dan pelatihan penyegaran penilai Andalalin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperuntukkan bagi penilai Andalalin yang telah

melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) tahun.
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Pasal 22

(1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21, peserta diusulkan oleh

Gubernur.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan

pelatihan penilai Andalalin dengan tembusan Direktur

Jenderal.

(3) Pengusulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi dengan:

a. tjazah pendidikan terakhir;

b. surat keputusan jabatan terakhir;

c. penilaian prestasi kerja terakhir; dan

d. pas foto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga)

lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna

merah.

Pasal 23

(1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf a
diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi oleh Gubernur.

{2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(3) Untuk mengikuti uji kompetensi penilai Andalalin harus

memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

a. memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan

penilai Andalalin;

b. rjazah pendidikan terakhir;

c. surat keputusan jabatan terakhir; dan

d. pas foto ukuran 3 x 4 (tiga kaii empat) sebanyak 3 (tiga)

lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna

merah.
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BAB IV

PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal24

(1) Tenaga Ahli Pen5rusun Andalalin wajib meiaporkan hasil
Andalalin kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu
paling lambat 1 (satu) tahun.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi sebagai bahan
untuk mengambil kebijakan.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

(1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan

kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang

tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan

melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3).

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban

Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh ?im Monitoring dan Evaluasi

Andalalin yang ditetapkan oleh Gubernur;

(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas unsur:

a. Instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;

b. Instansi pembina di bidang prasarana jalan, sebagai

anggota; dan

c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai

anggota
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(4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan Aparatur Sipil Negara dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki
sertifikat tim pengawas Andalalin.

(5) untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Aparatur Sipil Negara dan anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengikuti
pendidikan dan pelatihan.

(6) Pendidikan dan pelatihan tim pengawas Analisis Dampak
Lalu Lintas diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat {21 melakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala untuk:

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil

Andalalin; dan

b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaaan mitigasi
penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap

peiaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin
yang telah ditetapkan.

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan

korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara

berkaia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah rekomendasi hasil persetujuan Anda-lalin ditetapkan.

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:

a. konstruksi; dan

b. operaoional,



-25-

(5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan
surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada

Pembangun atau Pengembang.

(6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim
Monitoring dan Evaluasi.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

(1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaiuasi Andalalin

sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 26 disampaikan

kepada Gubernur.

(21 Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan

evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum

melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan

hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat
pernyataan kesanggupan, Gubernur memberikan sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan lpelayanan umum;
c. denda administratif; danf atau

d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau
perizinan berusaha.

(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem

informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada

instansi terkait.
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Pasal 29

(1) sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud daiam pasal 2g ayat (1) huruf a
dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-
masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Daiam hal Pengembang atau pembangun tidak
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu
peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian
sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari
kalender.

(3) Dalam hal Pengembang atau pembangun tetap tidak
melaksanakan kewajiban seteiah berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan
denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau
pembangun.

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal
pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan

puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang

atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya,

dikenai sanksi pembataian persetujuan hasil Andalalin
dan/ atau perizinan berusaha.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3O

(1) Tenaga Ahli Penyusun yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini,
dapat diajukan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai

dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan

Gubernur ini.
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(2) Tanda kualifikasi yang telah ada sebelum berlakunya
Peraturan Gubernur ini wajib menyesuaikan dengan
ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Persetujuan hasil Andalalin yang telah dikeluarkan sebelum

berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap
berlaku.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 32

segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur
ini dibebankan:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan

Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan

Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi (Berita Daerah

Provinsi sumatera Utara Tahun 2aLB Nomor 15), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera TJtara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 2O Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S" TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1002

ttd

ttd



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TANGGAL 20 MARET 2023
TENTANG PEI{YELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI

A. Format Sr-rrat Pemohona:: Fersetujr.ran Hasil Analisis Dannpak LaIu Lir"rtas

untuk Ba:rgkitan Tinggi

{KOP SURAT PERUSAT{AAN / INSTENSI}

Nor:nor
I{lasilikasi
Lgmpiran
Perihal

?n

Yth.Fermotrorrarr Pe r:setu-j uen
A}IDAI.AI,IN

Kepada
MENTERI PERHUEUNGA}I
Cq. Direkfur Jenderal Perhutmrrgan
Darat Kernenterian krhr.rburrgan
GTJBERT{UR r/ BUpATT / \IrALTKOTA

1:__.
1. Setragairnana dalaan Undang uldang liltrm.or 22 Talun 2OO9 tentallg Lalu Lirrtas daa

Angkuterl Jala:r dar Fer-aturan Pemerirtah Ncmor 3O Tahurr ?Ol1 tentarrg Peratnran
Eelaksanaan UU tilo, 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ked& untrrk Lalu Lintas dan Ang!<utan
.Ial.qn, disetrutkan bahwa ultuk rnemprraleh persetujuarr trasil analisis darnpak lahr
1i-rrtas, miaka Peregernnbang atau Perubangun harus m.eayarnpaikan hasil arslisis da:npak
lahr lintas kepada menteri y;ang bertanggr:lg jawab di bidang sararra dan prasarana l-ahr

lintas rlan angkutan jalan" gr.rbernur, trupati, atan walikota sesuai dengan
kewenalganrrya.

?. }lterrrnjuk angka 1 {satu} di atas, disampai-ka:r ba}r*"a kami selaku
perrgerabang/pemtrangun yaitu PT. ... (diisi nattlr:.Ileru.salvtdnpengemb<*tglperutbangun)
berencana aka:r rrle:rgembangt<an/membaflgun irtiisj rl.rarrxz" objek U{}rzg akstt
dikembangkan/ dibantgun) yang terletak di Jalan (diisi rttLtrtti.
jttklrll RTRI//I Kdtxatx*nl Kemrnatan/ Kalxparen/ Kota,) yang raerupakan j*1*
n asional/provinsi/ kabupaten/kota.

3. Setrutrr-rlgan derrga:r eogka 1 isatrr) darr ? idrral di atas dam ultrrlrkelancaran investasi,
bersa:rra ini karni mengajukarr per-rrrohrrrrarl persetujuan ANDALALIN penge:rrba:eCan /
pembaregurran ... ... {diisi namc objekgtsng aJrtn dikenzbangkan/ dilxrryt*$

4. Sebagai keleag!<aparr adrni:ristrasi, terlatnpir karni sannpaikan berkas persya,ratan
sebagai berikut :

a. Permohorrare Perrsetujuan Andalalin;
t!. Brlkti Keperuilikan atal Pengur*saarr Lahan;
r--. Eukti l{esesuaian Tata Ruarrg daly'atam lzin kmarrfaatal Ru:ng:
d. Ga.mbar Tata Letak Bangunan iS1fe FIarci dor: DED Bangurran yang lliusulka:r;
e. fbts kondisi lokasi pembrangurean Lrarrr atan perlgelrrtrangan: dan
f. flokumea HasilANDAI-A.LIII l-rrge:nbarrgan/ pemtrarrgunarr ... ]iarrg dikerjakan oletr

I{onsultarr P:f .l C1/ . . . . . . . fdizs i ,ELnua l}elnl.s.thrxzrc kortsulran AAri}AJ-4.IIVJ.

5. Demikian pernooleonan ili kami san:npaikan. atas perhatial daa kerjasa:nanya, kami
rrcapka-a teri-nna kasitr,

Pemr-rhorr

Tanda tarrgan dan sternpel

$e:rr.r_PElqghSle

Ten$l+s4:t_Ytla. :

1. Menteri krhubungan;
2. Kepala Dinns Pertrrlbungen Prulrilsi ... .... irr-iisi. laairra prow'rrrsi lokasi pemtrangunarri;
3. Kepala Diflers Perhulrungana Kabupaten/Kota idiisi nama kab/kota lcrkasi

trremtraagrrnan) "
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B. Forrnat Surat Per:mohonarl Rekomenciasi Teknis Penalrganan Darrrpak LaIu

Lintas untuk Bangkitan Seclang

iKoP SURAT PERUSAHAAI{ / INS?ANS]i
N*mor
Klasifikasi
Lampiran
krihal Per:mohorrarr Rekomendasi

Tekrris Fenanganalr
Dampak L,alu Lintas

Kepada
MENTERI PERHUBUNGAN
Cq. Direkrur Jenderal Perhuhilngan
Darat Hementerian Pertrubu:rgan
GUEERNUR,/ BUPATI I UIALIKC'TA
di-

Yth.

1. flebagaimana dalam Undang-undang Nornor ?? Tahun 2OO9 tentang L.alu Lirrt darr
Anglutan Jala:r dan Peraturan Pemerintal' Nomor 3O Tahun 2O21 tentang kraturan
Pelaksanaa.n trIU No. 1l Ta.huu ?O2O teatarag Cipta lGrja uotu.k Lalu Lirtas dan Angkuten
Jalan, rlisebutkan bahwa untuk mer:uperoletr per:setujuan hasil analisis darnpak lalu
lirrtas, :naka Pengemba.ng atanr kmba"rrgun harus merryampaikan hasil *:ralisis dampak
lslp lintas kepada menteri yang berlanggung jawah di bidang sarana dan praearana la}l
lintas dan a:rgkutao jalan, grrber:nu.r, bupati, atan walikata sesuai dengan
kewenanganrl.ya.

2. Menuajuk angka 1 {satu} di atas, disampaika:n bahwa kami selaku
pengembang/pembangurr yaitu ltrT. ... idiisi rtcmc penlsahrznjpertgem.hang/pembcrngun)
l:ertncana akan merrgerrnbarrgkan/membangun irliisi n.{tm<t objek Aaftg c-ktrl
dtkembangt;r$/ dibargun) yang ter-letak di Jalan idiisi rtf,rrttr;L

-i{t}Ertt RTR*V/ Kelura-lwn/ Ketn*ak*tl Kabzprfien/ Kotr.l y6ng naerrpakan jalan
nasional/ prowinsi/ kabupaten/kote..

3, Sehubungag. dengan an"gka 1 (satui da"a. 2 idua] di atas rlan untuk kela.ncaran inwestasi,
berssma irri kanri oengajukan pefln(rhunafl Rekomendasi Teknis knao.ganan tlampak
Lelu Lintas pengembangal / 'p*rbata.suraan idJisi ruzmc objek gcuzg akott
dikembangkm/ dibangl;a:.l

4. Sehagai kelengkapa:r adlainistrasi, terla:rrpir kami satnpaikan trerkas persyaratan
sebagar trerikut :

a, Persaohorran Rekotrerrdasi Telcrris Perlarfganan D,arnpak Lalu Lintast
b. Bulrti Kepelailikan atam Peaguasaarr tahar.;
c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanf-aatan Ruang:
d. Gambar Tata l-,etak Bangunarr {,Srfe.Hsrd dan DED Bangunan varg Diusulkani
e. foto knndisi l*kasipembanguna.u. baru atau pen'gerrrbangan:
l-. Ilokumen Rekomendasi Teknit Dampak l"alu Lintaq peagembangar/ pemhangunarr

... yflr1g dikerjakarr oleh Konsultan gl.lcV ....... {cIdsi nnfixt peruusc,?watl }corrs-ulrsn
-4FIi?AL{I,IaT}.

5. Demikian lrcrmoh{trrarr l:ri }qami sa&paikar, atas perhatian daa kerjasamaflya. kami
ucapkar terima kasih.

Peaoh+lr

Tanda tsrtgala dan stemFel

I'Iama Emohon

Tembusar Yttr. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubr:lgal Prorrinsi ....... {fiisi 11arla pro:rinsi lokasi penebangulanii
3. Kepala Dinas Perhubungaa Kabupaten/Xota idiisi n"",a katr/kota lokasi

pembangr:larri.
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C. Format Surat Perrnohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas

untuk Bangkital Rendait

(KOP SURAT PERUSAHAAN I INSTANSI}
Nomor
Klasil"ikasi
Lampir-an
Perihal Fer:mohorran Standar

Teknis Peaanganan
Dampak LAlu Lintas

1. Sebageirnasa dalam Undang-undaug Nom.or 22 Tahun 2OO9 teotang Lalu Lintes dan
Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomr:r 30 Tahul 2O21 te.ntang Peraturan
trelaksarraal UU Ntr. ll Tahun ?O2O tenteng Cipta lGrja ultuk LaIu Li:etas danAngkutan
.Jalan, disebutkan hahwa uatuk memperoleh persetujuan hasil an;ulisis darrrpak 1alu
lintas, maka Pengembang atau Pemhangun harus menyampaikan hasil analisis dampak
lalu lintas kepada merteri yang bertanggung ja*-ab di bidang sarana dan prasar-ana lelu
lintas dan aflgkutar jalan, gubernur, hupati, atam walikota sesuai dengan
kew'enaagarrlya.

2. Menunjuk angka 1 isatu) di atas, disampaikan bahwa kgmi selaku
pengenrtrang/ perob angun yaitu lrf . . .. idiisi nama per.rsrlhnan pengembwq / p etnba ng*$
trerencana akan mengembangkanlmembengufl idiisi rtttrrt{t oh-pk Acttg ako;:'
dikembangkanJ dtban$rn) yang terletak di -Ialan idiisi lrlr;uni;l.

jalraz/ RTRW Keturo.twnl Ketwma,tant Kalrupcr*zl Kota| yang merupakam _jal"r.
n asional/ praviasil kabupatenrlkota.

3. Sehuhungan dengan angka 1 (satu) dan ? idua) di atas dan untuk kelarlcaran irrvestasi,
betsarn& irei ksmi mengajukan permohonan Standar Teknis Fenalganan parnpak Lalu
Lintas pengemlrangan / pembangunan idzrst nclrna ob_Jbk AaW alwt
dike.mb atEkatd dibangun]

4. Srbagai kelerrgkapan admi:ristrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan
setragai berikut :

a. Permohotan Standar Teknis Penarrganan {)ampak LaIu Lintas;
tr. Bukti Kepemilikal atau knguasaan Lahaa;
c. Buldi Eesesuaian Tata Rualg dan/atau Izirr Fbmarl{aal:at Ruan.g;
d. Gambar Tata Letak Barrgr:lan iSiIePIan) dan DED Balgunan yang Diusulkan;
e, fotur knndisi lokasi pemhangrrnan baru atau pengembanganl

l..l'.r! .!r ... ,,' .''... 20

Yth,
Kepada
MENTERI PEEHUBIINGAN
Cq. Direktu;' Jenderal Perhubungar
Darat Kementeriat krhubungan
GUBERI{IIR I BI]FATI / WALIKOTA
di*
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5. DemikiaIl permohr:nan ini kami sampaikaa, atas perhatian darr kerjassmanya, kami
ucapkan terima kasih.

kmohon

Tanda tangan dal stenpel

Na-ma Pemohon

Temtrusal Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2, Kepala fliaas krhubungan Prowinsi ....... {rliisi rlarna prr:winsi krkasi pembangunani;
I{epala Dinas Perhubulgal Katrupatear/Kota (c{iisi llama kah/kota trokm,i
pembangunani.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 I AO2
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I,AMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TANGGAL 20 MARET 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI

A. Fcrmat Surat Pernyataan Kesangguparl Dokurnen Hasil Analisis Dampal-
Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PEHU*AHAAT{ I ${S?AH$I}
SIIRA'T I{ESAITGGIIPAI{

Ncmor:
Sa3'a yairg bertandatangan di l:arvah irri,
Narrra :

Jabatal :

Alamat :

Dslam hal irri bertindak untuk dsn atas nama f.tfm.Pcrrgrcr!*trrgr r,.t4q f,elrr$6rgn.rlPetrct*s*ah$I}iH$p ..-= hatnna bertlasarkag Berite
Acara Pembahasarr Dokurre.en Hasil Analisis Bampak LaIu tintes {A$DAIAL[$], Iilamo:
; tanq{{al.. bulaa tahun ?o... tentang Kegiatan.,. , daugaa iti men3r*akaa
k+*a*ga1ma aek mrtraksasskan sctffia. ksilra$ibffi, yaibry

Demikian Surat Pernyataal l{esanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya clan dengar
penuh rasa tanggung jawab dan apahila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuar
yang telah ditetapkan, kami ber"see{ia untuk dikenalcal sanksi sesuai dengan ketentuar
dan peraturait perarndangan yallg berlaku,

........r tanggal ?o.
Pengernbang / Pembangurr

Tanda tangffltr dan stempel
perusahaa*/instansi
trfia*emiRP. ltl.OtX}

(nama lengftapf

dst

1

a
J
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B' For:nat Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan

Dampak l,alu Lintas unhrk Bangkitan Sedang

iKoP SURAT PERUSAHAA$ J Ir{S"r*H$i
SIIRAT FERtrTA"**!5 BE*AITG{II'PAtr

$omar:

,Sa;,.a yalg bertandatatrgan di bawah ini.
Nama :

Jahatan :

Alamat :

Dalam hal fud bertindak untuk dan atas rrarra f.ilfcrrnJPangrerr$mgr #*rr Jr€rr#s€mrr.-
Pe*rr,::ir*alnfaug$ bahwa berdesarkar surat
kr:moharlaa Rekomendasi ?eknis Penarrgarran Dampek I^aIu Lintas Somor : ....
tangs*l.. bulan tahun ?S... tenta*g Kqiatan... rlan Dokumen Eekaroendasi Teknis
Kegiatan .... , deugar ini merrydakarr kesarguparr ustu& melak**rrakarr s*mrra
kryiihq ynfibr:

Demikizur Surat Pernyataen l{esanggupan ini dikruat dengan sesungguhlya dal denga:r
penuh rasa tanggung jawab dan apabila elikemudia-n hari tidak mernatuhi ketentual
].arlg telah ditetapkal, karai berseclia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
clan peraturan per-undangafl y{rng berlaku.

......, tanfigal 20.
Perrgernbaflg / Fernbangun

Tanda tarrgan dan stempel
pemsalraanlinstarrsi
Hatet*iRf. LO,{!OO

{naru.a leng!*p}

dst

I
)
,
J

4
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C. F-ormat $urat Pern_1"p16*, Kesanggupan Stalclar Teknis penanganan

Dampak i,alu Lintas untuk Bangkitan Rendah

{KOP SUR&T FERUSATTAA}I / rEs?AH$}
*UEA" rEEITYAT*AII reSiIrGGIrrsrT

Iilomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,
Narna :

Jabatan :

Alarrrat :

Dalsm hfrrl ini bertindak uatuk dan atas ns,*a flrrrr:uPcrrggrrra af.n{ t*aa gsfiIra*rror*
Y *--, bah*ra ben{asarkan Surat
Ferrn*rhcaan Standar Teknis Penarrganan Dempak Lalu Lintas l{omar : .... tanggal.
bulsn tahun 2O'.. teatang Kegiatan..., dagm irri me*3dakm. kscan#trpm. urrlmk
radaksarrakm sem:ra k€qiihm, yalh:

Demikian Surat Pert-yata.ar Kesanggupan ini clibuat clengan sesungguhnl,a dal dengap
penuh r"a*sa talggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak rnernatuhi ketentual
yang telah ditetapkan, karni bersedia untuk clikenakal sanksi sesuai dengan ketentuan
dan peratural pen-rndangan yang berlaku.

....., tacggal ... ZO..
Pmgerebaug J Pelnbaagua

Tanda tangan daa steropel
perusalraan/instansi
H*erai Xf. I0.trrc

{namaleng}ap}

1

tJ

4 dst

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

trd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002
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